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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan era globalisasi dan perdagangan bebas dampaknya terasa terhadap perekonomian, antara lain terjadinya krisis moneter pada awal September 1997, dimana nilai kurs mata uang rupiah terus merosot tajam terhadap nilai kurs mata uang dollar Amerika Serikat. Terjadinya gejolak moneter tersebut sebagai akibat fundamental ekonomi Indonesia yang belum kuat. Langkah pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut dengan mengeluarkan kebijaksanaan uang ketat, dan salah satunya lagi dari sektor non migas yaitu pajak, dimana pembangunan sekarang ini masih memerlukan dana yang cukup besar, dana tersebut dapat diperoleh dari sektor pajak, yang mana sangat diperlukannya partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia sebagai wajib pajaknya.

 Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan baik oleh pihak intern maupun ekstern sebagai badan  pertimbangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai
aktiva dan kewajiban serta modal usaha perusahaan dan juga perubahan dalam aktiva neto yang timbul dari kegiatan usaha dalam memperoleh laba.
Persyaratan lain yang harus dipenuhi agar laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi pemakainya, laporan keuangan haruslah relevan, jelas serta dapat dimengerti serta dapat di uji kebenarannya dan secara tepat mencerminkan keadaan perusahaan, mengungkap secara netral semua data keuangan. Laporan yang disusun dapat memenuhi tujuan di atas apabila sistem akuntansi memadai untuk mengungkapkan dan mencatat semua transaksi dan kegiatan usaha perusahaan.
Laporan keuangan disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, laporan keuangan tersebut dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja, sedangkan  laporan keuangan fiskal disusun untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Didalam peraturan perpajakan ditentukan bahwa wajib pajak dalam negeri diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilampiri dengan laporan keuangan.

Negara kita menganut sistem self assessment dimana wajib pajak dapat menghitung, menetapkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak penghasilan yang terutang dan yang akan dibayar setiap tahun pajak yang bersangkutan, hal ini sangat jelas penekanannya dimana wajib pajak harus aktif dalam menghitung dan melapor jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan dari pihak fiskus.

Konsekuensi dari dijalankannya sistem ini adalah masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajak seperti kapan harus dibayarkan, apa yang akan terjadi jika terjadi salah perhitungan dan sanksi-sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Serta Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Ketentuan-ketentuan ini dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 dimana dinyatakan pada setiap periode tahun pajak berakhir, maka wajib pajak harus menutup pembukuan dan membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal dan lainnya, yang mana laporan keuangan tersebut dapat menggambarkan operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi.

Sedangkan menurut UU No.17 tahun 2000 laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan kepentingan perpajakan. Laporan keuangan yang disampaikan dapat menunjukan keterangan yang cukup untuk perhitungan penghasilan kena pajak.


Masalah kemudian timbul, bahwa laba menurut akuntansi tidak selalu sama dengan laba menurut ketentuan perpajakan karena adanya perbedaan konsep penghasilan, cara pengukuran dan pengakuan penghasilan, atau konsep biaya, cara pengukuran dan pengakuan biaya antara akuntansi dan perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul “ PERBEDAAN PERHITUNGAN LABA MENURUT PERUSAHAAN DAN MENURUT PERPAJAKAN PADA PT. GMC (Good Milk Corporation)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis dapat merumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimana perhitungan laba yang dilakukan oleh PT. GMC

2. Bagaimana perhitungan laba menurut  ketentuan  perpajakan

3. Apakah terdapat perbedaan perhitungan laba menurut  PT. GMC dan menurut perpajakan

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan suatu pengalaman mengenai bagaimana perbedaan perhitungan laba menurut perusahaan dan menurut perpajakan. 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perhitungan laba yang dilakukan oleh PT. GMC

2. Untuk mengetahui perhitungan laba menurut ketentuan perpajakan.

3. Untuk mengetahui perbedaan perhitungan laba menurut PT. GMC dan menurut perpajakan. 

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan dari teori yang diterima dalam hal perhitungan laba menurut perusahaan dan menurut perpajakan

2. Bagi perusahaan

Dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak dalam pelaporan pajak tahunannya.

3. Bagi pihak lainnya

Sebagai bahan informasi atau referensi dalam hal perhitungan laba menurut perusahaan dan menurut perpajakan
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Undang-undang perpajakan dilaksanakan untuk memperoleh pendapatan dalam pembiayaan negara disamping untuk mengatur kegiatan ekonomi. Kewajiban pembukuan berdasarkan undang-undang perpajakan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini sangat berbeda dengan akuntansi keuangan yang pelaporannya ditujukan untuk para pemakai ekstern seperti pemegang saham

dan investor, yaitu menyediakan informasi keuangan kuantitatif bagi pengambilan keputusan ekonomis. Dengan demikian perbedaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan dalam cara menetapkan laba untuk kebutuhan pajak penghasilan dan untuk kebutuhan akuntansi keuangan

Mulai tahun 2000 pemerintah memberlakukan sistem perpajakan yang baru. Sistem perpajakan tersebut merupakan upaya untuk mengganti Undang-Undang perpajakan yang lalu. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan pelaksanaan administrasi tidak berbelit-belit karena wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri serta melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sistem self-assessment seperti yang diterapkan pada sistem perpajakan yang baru, memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di lain pihak, fiskus berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. Ini berbeda dengan peranan fiskus pada waktu yang lampau yaitu mempunyai tugas untuk merampungkan atau menetapkan semua surat pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1. Official assessment system

2. Self assessment system

3. With holding system

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”, menyatakan bahwa : 

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”
     







       (1990 : 5)

Sedangkan pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 dimana dinyatakan pada setiap periode tahun pajak berakhir, maka wajib pajak harus menutup pembukuan dan membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan laba ditahan dan lainnya, yang mana laporan keuangan tersebut dapat menggambarkan operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi.

Sebagai hasil dari proses akuntansi keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi keuangan suatu badan usaha. Informasi dalam laporan keuangan dapat dibagi kedalam dua bentuk dasar yaitu :

· Informasi mengenai posisi keuangan yang menyangkut suatu periode tertentu

· Informasi mengenai perubahan posisi keuangan, yang menyangkut suatu periode waktu tertentu.

Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu badan usaha dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan badan usaha tersebut. Informasi tersebut akan digunakan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Walaupun informasi tersebut akan digunakan secara berbeda-beda bagi pemakainya, tetapi secara umum dikatakan bahwa tujuan dasar dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomis.  

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembukuan dapat dilaksanakan  menurut SAK 2001. meskipun pembukuan dapat dilakukan tetapi tidak dapat untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak yang akan dijadikan dasar dalam menghitung besarnya pajak penghasilan.

Adanya perbedaan yang terjadi antara laba menurut perhitungan akuntansi dan laba menurut perhitungan pajak, akan menyebabkan harus dilakukan koreksi fiskal (fiscal correction). Koreksi tersebut dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapatkan besarnya pendapatan kena pajak. Selain itu perbedaan dapat terjadi karena pembebanan dan pengalokasian biaya yang tidak dapat dikurangkan oleh fiskus akan tetapi diakui sebagai biaya menurut  akuntansi atau sebaliknya.

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran


Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mencoba merumuskan suatu hipotesis yaitu :  

“Terdapat perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi dan laba menurut perhitungan perpajakan”

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah PT.Good Milk Corporation, yang beralamat di Komplek Kopo Permai 49A No.19 dan lokasi pabrik terletak di Desa Sukamanah Kab. Bandung penulis ditempatkan di bagian keuangan. 

Jadwal penelitian ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian
	NO
	KEGIATAN
	WAKTU

	
	
	MEI
	JUNI
	JULI
	AGT

	1
	Penyusunan Proposal
	
	
	
	

	2
	Pengumpulan Data
	
	
	
	

	3
	Bimbingan
	
	
	
	
	

	4
	Sidang
	
	
	
	
	


Landasan Teori


Perpajakan dan SAK 2001 serta Laporan Keuangan





X2





X1





Hipotesis 


Terdapat Perbedaan Perhitungan Laba Menurut Akuntansi Dan Laba Menurut Perhitungan Perpajakan 





Hipotesis Statistik





Variabel X2


Perhitungan Laba Menurut Perpajakan





Variabel X1


Perhitungan Laba Menurut Perusahaan





Judul


PERBEDAAN PERHITUNGAN LABA MENURUT PERUSAHAAN DAN MENURUT PAJAK PADA PERUSAHAAN PT. GMC (Good Milk Corporation)











1

PAGE  

